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INTISASI

Penelitian ini di latarbelakangi adanya ketidak sesuaian antara konsep
pelayanan pertanahan dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu pelayanan
pertanahan yang di berikan kepada masyarakat terkadang belum sepenuhnya
dilaksanakan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan sistem
loket untuk permohonan jual beli hak atas tanah di KantorPertanahan Kabupaten
Bantul serta tanggapan masyarakat dalam menilai pelaksanaan sistem loket
tersebut.

Penenlitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara
menggambarkan fakta, gejala dan keadaan sesuai dengan data yang ditemukan
dilapangan dengan secara apa adanya.

Analisis dalam penelitian ini adalah mengungkap kesesuaian pelaksanaan
sistem loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan peraturan yang
berlaku serta tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaannya berdasarkan biaya,
waktu, prosedur, fasilitas serta sikap pegawai dalam memberikan pelayanan
permohonan jual beli atas tanah dengan sistem loket di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pelaksanaan sistem loket untuk
permohonan jual beli atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul belum
sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta belum secara keseluruhan
ditanggapi positif oleh masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dengan kehjdupan manusia sangatlah erat hubungannya. Tanah

merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk kemakmuran rakyat

seluruhnya dalam menuju tercapainya pembangunan nasional, sedangkan luas tanah

yang tersedia relatif tetap.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai

konsekwensi logis maka meningkat pula masalah pertanahan yang dalam beberapa

tahun terakhir ini seolah-olah begitu saja muncul ke permukaan dan menjadi pusat

perhatian masyarakat luas.

Dalam penerapan pelayanan pertanahan sering terjadi ketidak sesuaian

pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu

pelayanan yang di berikan kepada masyarakat masyarakat terkadang masih belum

sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan adanya tuntutan masyarakat terhadap

rerbaikan pelayanan pertanahan sangatlah logis mengingat di era reformasi ini

sangatlah diperlukan transparansi dalam pelaksanaan tugas, prosedur pembayaran

^ang sederhana, kepastian mengenai waktu dan kapastian mengenai biaya yang harus

libayar oleh masyarakat di dalam menvelesaikan umsan hat atnc tonakmn c^rtc



berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-hak dan

kepentingan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik, dirasakan

perlunya penyempurnaan kelembagaan pertanahan agar makin terwujud suatu sistem

pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif dan efesien serta meningkatkan dan

menyeimbangkan perangkat informasi yang semakin baik untuk mengurangi mata

rantai pelayanan yang sudah ada.

Agar tercipta keseragaman pola dan langkah dalam pelayanan masyarakat di

bidang pertanahan maka perlu adanya suatu landasan dalam bentuk pedoman tata

laksana pelayanan. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang perlu

mendapat perhatian dalam prosedur operasional dan mengingat ruang lingkup

pelayanan masyarakat di bidang pertanahan sangat luas dan kompleks, baik menurut

bentuk, jenis maupun sifatnya.

Sesungguhnya jauh sebelum era reformasi, pemerintah dalam bidang

pertanahan telah menentukan komitmennya untuk meningkatkan sistem pelayanan

pertanahan. Salah satu kebijaksanaannya adalah telah dikeluarkan Instruksi Menteri

Nfegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1994 tentang

Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.

Perkembangan lebih lanjut peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sebagai

penggantinya pemerintah mengelurakan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efesiensi dan



Sehubungan dengan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No.6 Tahun 1994 dan disempumakan Instruksi Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998, maka setiap kantor

pertanahan telah melaksanakan sistem pelayanan pertanahan terpadu dengan

menerapkan pelayanan sistem loket.

Dalam konsep pelayanan ini diharapkan adanya suatu sistem pelayanan yang

transparan, yaitu jelas bagi aparat sendiri (siapa yang melaksanakan, kapan

dilaksanakan, bagaimana melaksanakan, berapa jumlah biayanya serta lama

penyelesaiannya) demikian pula bagi masyarakat (kewajiban apa yang harus

dipenuhi, kepada siapa harus berhubungan) sehingga dari kejelasan tata laksana

tersebut diharapkan terciptanya suatu kerjasama yang saling mendukung antara aparat

Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat di dalam mewujudkan pelayanan

pertanahan yang baik.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, maka perbuatan

hukum mengenai jual beli juga mengalami peningkatan. Bedasarkan data dan Kantor

Pertanahan KabupatenBantul, bahwa selama bulan April 2001 sampai Maret 2002 di

Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 Kecamatan telah terjadi peralihan hak karena

jual beli sebanyak 5.120 kali. Jadi rata-rata 300 kali (5,88%) tiap kecamatan. Khusus

Kecamatan Kasihan pada periode tersebut terjadi sekitar 568 kali (11,09%) atau lebih

tinggi dibandingdenganjumlah rata-rata per kecematan di Kabupaten bantul.



Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkat penelitian

ini dengan judul : STUDI TENTANG PENERAPAN SISTEM LOKET PADA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL DAN TANGGAPAN

MASYARAKAT DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PROVINSI DAERAHISTLMEWA YOGTAKARTA.

B. Permasalahan

Kondisi ideal dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat adalah dapat

memberikan kepastian maupun kemudahan dalam pelayanan. Kondisi tersebut

meliputi:

1. Keterbukaan dalam arti prosedur atautata carapelayanan yang jelas.

2. Kecepatan waktu pelayanan dalam arti dapat diselesaikan dalam waktu

yang telah ditentukan.

3. Kenyamanan dan kepastian masyarakat yang menunggu pelayanan dan

menyediakan loket-loket pelayanan.

4. Adanya pembagian tugas yangjelas.

Namun disisi lain bahwa masih ada masyarakat yang mengaggap bahwa setiap

pengurusan yang terkait dengan tanah di kantor pertanahan masih terkesan berbelit-

belit, lambat, mahal sertajadwal penyelesaian yangtidak pasti.

Disadari pula bahwa kemampuan manajemen suatu kantor dalam memberikan

suatu pelayanan yang tertib, terbuka, serta memiliki kepastian belum mampu



diwujudkan secara keseluruhan, mengingat adanya sarana serta faslitas kantor yang

belum memadai serta sumber daya manusianya yang masih terbatas.

Berdasarkan urain diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme pelayanan pertanahan dengan penerapan sistem loket

di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dengan

penerapan sistem loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?

C. Batasan Masalah

Mengingat pelayanan pertanahan cakupannya sangat luas dan terbatasnya

waktu, tenaga dan biaya maka peneliti membatasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Pelayanan Pertanahan yang diteliti hanya pelayanan permohonan peralihan

hak milik atas tanah khususnya jual beli tanah.

2. Data yang digunakan dari bulan April 2001 sampai dengan bulan Maret

2002.

3. Unsur-unsur pelayanan Pertanahan yang dimaksudkan adalah :

a. Biaya penyelesaian permohonan

b. Waktu penyelesaiannya.

c. Kesederhanaan prosedurnya.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kesesuaian mekanisme pelayanan pertanahan dengan

penerapkan sistem loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan

peraturan yang berlaku.

b. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan

dengan penerapan sistem loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas, memperkaya dan

memperdalam pengetahuan tentang pelayanan sistem loket di kantor

pertanahan.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan tugas serta

upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Mekanisme pelayanan sistem loket untuk peralihan hak atas tanah karena jual

beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul belum sepenuhnya dilaksanakan

sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam pelaksanaannya ada

penambahan loket V, yaitu loket pengukuran.

2. Mekanisme pelayanan sistem loket untuk peralihan hak atas tanah karena jual

beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul belum secara keselumhan

ditanggapi secara positif oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat

berdasarkan:

a) Untuk Biaya Penyelesaian, sebanyak 54 responden (50 %) telah

menanggapi secara positif dan 6 (10%) responden yang belum

menanggapi secara positif;

b) Untuk waktu penyelesaian, sebanyak 48 responden (80 %) talah

menanggapi secara positifdan 12 responden (20 %) belum menanggapi

secara positif;

c) Untuk prosedur pelayanan, 51 responden (85%) telah menanggapi secara

positifdan 8 responden (15%) belum menggapi secara positif.

d) Untuk fasilitas pelayanan, 22 responden (37%) telah menanggapi secara

nositif dan 38 resDonden (63%"i belum menppani serara noditif



e) Untuk sikap pegawai, 45 responden (75%) telah menanggapi secara

positif dan 25 responden (25%) belum menggapi secara positif.

B. Saran

1. Perlu dilakukan upaya dalam rangka meningkatan pelayanan pertanahan,

khususnya pelayanan sistem loket.

2. Perlu adanya pengadaan sarana serta fasilitas kantor yang lebih memadai agar

dapat menunjang peningkatan pelayanan sistem loket.

3. Dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Bantul, sebaiknya ada penambahan pegawai yang bertugas di

loket. Hal tersebut dapat menghindari terjadinya penumpukan pekerjaan yang

ahimya memperlambat proses penyelesaian sertipikat.

4. Sebagai aparat pertanahan hendaknya menyadari fungsi dan tugasnya selaku

pelayan dan abdi masyarakat dalam bidang pertanahan sehinggaa dapat

melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan optimal, agar memberi kesan

yang baik kepada publik terhadap pelayanan di kantor pertanahan.
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